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WALIKOTA PONTIANAK

PERATURAN WALIKCTA PONTIANAK
NOMOR 39 TAHUN 2009
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PONTIANAK

Menimbang : 2. banwa rokok menspakan salzh sai zal adiktif yang bila digunakan
dapst mengakibakan bahaya kesehatan bagi perckok, orang lain
(perukok pasi) dan lingkungan sekitarmya, bak fangsung maupun
tidak langsung |

b. bahwa sebagal upaya memenuhi kebutuhan dasar univk houp sehat,
pefu dilakucan pengamanan dan peindungan tﬂ'l'l.adad ancamarn
tahaya rokok bagi perokck dan Ingkunzannye

¢ bahwa berdesarkan peimbangan sebagai mana dimaksud pada
nuruf a dan b diafas, serta urtuk memenuni Ketentuan Pasal 25
Pealuren Pemeriniah Nomor 19 Tahwn 2003 tentang Pengamanan
Anknak Baqi Kesshatan perlu menetapkan Pe:aturan Walikcta lentang
Kawasan Tanpa Rokok ;

Mengingal ' 1. Unda:g-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penatapan Undang-
Undang Danurat Nomor 3 Tahun 1953 tentan. Pembentuken Daerah
Tingke! |l di Kalimantan ( Lembaran Negais Republk Indonesia
Tahun 1993 Nomor 9 ) sebagai Undang - Undang { Lembaran Negara
Republk Indcnesia Tahun 1859 Nomer 72, Tambahan  Lembaren
Hegarz Republlk Indonesia Nomao: 1820 § |

2 Undang-Urdang Nomor 23 Tshun 1952 tentang Kesenatan
( Lembaran Negara Republk Indonesi: Tahun 1960 Nomor 131,
Tambzhan Lembatan Negara Republik Inionesia Nomor 2068 )

r 3. Undang-Undang Nemor 23 Tahun ‘987 lentang Pengelolaan
: Lingkungan Hdup ( Lembaren Negara Republik Indonesia Tahun
1397 Nomor 68, Tambahan Lembaran Megara Republlk Indonesa

Nomor 3699 ) |

4. UndangUndang Nomor &€ Tahun 1268 lentang Perirdungan
Kensumen ( Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 1869
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Reoublk Indonesia Nomor
321 ),

5.  Umniang-Undang Nomor 39 Tatfun 1999 leniana Hak Avoel hinei-is



6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tertang Perlindungan Anak
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109,
2mbahan 'embaran Negara Republik Indoresia Nemer 4239 ) ;

7. Undang-Undang Nomer ) Tahun 2002 teniang Sistem Pendidikan
Nasional ( Lembaran Megara Repcbik indonesia Tahun 2003
Nomor 78 Tambahan Lembaran Negera Regublik Indonesia Nomor
4288 );

8. Undang-\'ndang Nemor 10 Tahun 2004 lentang Pembenlukan
Peratuian Perundang-Urdangan ( Lembaran Negara Republik
indonasia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaren Negara
Republk Indenesia Nomar 4387 ) |

8  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 lentang Pemerintshan
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Momar
175, Tambahzn lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4437 )
sobagaimana lelsh diubah beberapa kali yang terskhrr cengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 | Lembaran Negara Tahun
2008 Nemor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik ndonesia
Nomor 88 ) :

10. Peraturan Pemenniah Momor 18 Tahun 2007 lenlang Pengamanan
Rokok Bagi Kesehatan ( Lembaran Nega: Republix Indonesia
Tehun 2003 Nemor 35, Tambazhan Lemboran Negara Repubik
indonesia Nomor 4276 ) |

11, Peratran Pemanntah Nomor 38 Tehun 2007 tentang Pembagian
Urysan Pemerntahan Antara Pemerinlah, “emenntah Dasrah
Provinsi dan Pemerintah Caerah Kabupaten / Kola { Lembaran
Negara Tahun 2007 MNomor 82 Tambahan Lembaran Negara
Nemor 4737 ) ¢

12 Pessluran Daersh Nomor B Tahun 2008 lerfang Bidang Urusen
Pemeriniah yang menjadi ewanangan Pemenntah Kota Pentianax
{ Lembaran Daersh Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 7 Sen £
Nomor 7 )

13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tontang Pembentukan
QOrganisasi Perangkat Daerah Kola Pontianak ( Lembaran Daerah
ola Pontianak Tahun 2008 Nomor 10 Sed D Nemor 1) ;

MEMUTUSKAN
Menetepkan  © PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK TENTANG KAWASAN TANPA
ROKOK
: BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Daiam Peratuvan Valisola ini yang dimaksud dengan

1. Daerah aduiah Kota Fondanak |
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3. Walikola adalah Walkota Ponfianak

4, Satuen Kera Perangkat Dagrah yang selanjulnya disingkal SKPD adalah Ferar'gfhul Daeran
Kota Pontianak ;

5. Badan Hukum adalah Badan Huium milik daerah Kola Ponbiznak |

6. Pimpinan alau penanggung jawab adaleh orang dar/alau badan hukum yang karena
jabatannya memimpin danfatau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha dl tempat
alau kawasan yang ditetapkan sebagal kawasan lanpa rokok millk pamerintah Daarah ;

7. Lingkungan adaleh kmﬂbinasl antara kondisi fislk yang mencakup keadaan sumber daya
alem sepe 1i tanah, ar, energi surya, mineral, serta flora dan fsuna yang tumbuh i &as
tanah maupun di dalam |autan, dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia sepsrl
keputusan bagaimana menggJnakan lingkungan fisik tersebut ;

8. Kesehatan adalah keadaan sejahlera dan badan, jwa dan sosial yang memungkinkan sebap
orang poduktif sacara soslal dan ekonomis |

8. Rokok adalah has) olzhan tembakau tarbungkus termasuk cerutu alau benluk (ainnya yang
di hasilkan dari tanaman ticotiana fobacum, nicoliana rustica dan spesies lanya atau

; sintefisnya yang mengandung nikolin, tar Jan zal adikiif dengan atau tanpa bzhan lambahan;

10. Perokuk Pasif adalah sesaorang yang menghisap rokok secara lerus menerus |

11. Perokok Aktif adalsh seseorung yang menghisap fokok pada wakiu tarentu |

12. Kawason Tanpa Rokok adalah lemgat alay ruangan yang dinyztakan dilgrang untu
merokok, menjual, mengikiankan dan atau mempromosikan okok |

13. Tempat Umum adalah semuz sarana ruang tertutup yang diselenggarakan oleh Pemerintan,
Swastz alau perorangan vang digunakan untuk kegialan bagi masyarakat |

14. Ruang terfutup adalah tempat atau ruang yang ditutupi oleh alap dan / atau dibatas oleh
satu dinding atau lebih {edepas darl material yang digunakan dan strukiur permanen alau
semealan ;

15. Tempat atau rvangan adalsh baglan derl suatu bangunan gedung yang berfungsi sebagai
tempat melakukan kegialan danfatau ussha ;

16. Tempat karja adalah nvang letulup yang bergerak atau tetap dimana pegawai bekerja atau
lempat yang sering di masuki psgawal dan tempal sumber-sumber Lahaya termasuk ruang
kerja, ruang rapat, rueng skdang/semingr, dan sejenisnya |

17. Tempat proses belsjar mengajar adalah lembaga pendidikan dan palatrhan lermnasuk
perpustakaan, ruanaan praidik atau izbolatorium, dan sejenisnya

16. Tempet pelayanan kesehatan adaleh tsmpat yang digungkan unfuk menyelenggarakar

upaya kesehatan yang dilakukan Pemerintah Kota Ponlianak seperi Puskesmas dan kiinik :

. BAB
AZAZ, TUJUAN DAN SASARAN
Pasal 2

Penetapan kawasan lanpa rokok berazaskan
o Waosslmbannan dan keeshatan manusis 2 inakunaan © *

23 2011 B9 2RAM P2



G| RN U WO G O T Sy NV OLS UG e, ST an ol ] Ul oo dalalll ayal | ddlidl

menampilkan data dan informasi bahaya rokok kepada masyarakat di Kawasan Tanpa Rokok



Pasal 3

Tujuan penetapan kawasan tanpa rokok, adaleh : '

a. Menurunkan angka kesakitan dan / atau angka kematisn dengan cara merubah prilaku
masyarakat untuk hidup sehal ;

b. Meringkatian produktivitas kerja yang oplimal ;

¢ Mewujudkan kualilas udara yang sehal dan bersih bebas dari asap rokok di lingkungan keija |

Pasal 4

(1) Sasaran Kawasan Tanpa Rokok melipuli ruang lerutup dan terbuka dalam wilayah Kola
. Pontianek ;

(2) Pemberakuan Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
secara bertahap ;

"3 l.Inui;: pelaksanaan tzhap awal sasaan kawasan tanpa roxok meliput tempal kerja, tempal
proses belalar mengajar ftempat pelayenan kesehatan, dan Angkulan Sekolah Millk

Pemerintah Deerzh. 7
BAS Il
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 5

Setiap orang berhak atas udara bersih dan menikmali udara yang bebes dari asap rokok dan
berhak aias informasi dan edukasi yang benar mengenal rokok alau merokok dan bahaye nya bag’
kecahatan.

Pasal 6
Seliap orang vrgjib memelhara lingkungan yang bersih dan sehal yang bebas darl rokok di uang
alau ares yang dinyatakan kawasan tanpa okok.

BAB IV
TANGGUNG JAWAB
Fasal T

{1} Pimdinan dan/alau penanggung jawsh lempat atau kawasan tanga rokok sebas_;alma
- maksud dalam Pasal 4, wajib menetapkan Kawasan tanpa rokok ;

(2] Penelapan Kawasan tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayal (1), secara teknis
difetapkan oleh pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat yang bersengkutan -

N E
(3) Pimginan dan/atau penggung jawab tempat sebagaimana dimaksud pada ayal (2), wajib
memasang tanda larangan merokok di lempat yang dinyatakan “Kawasan Tenpa Rokok” ;

(4) Khusus kawason lenpa rokok & lempel prosas beiaar mengajer, Kawasan lanpa rokok
melipub ruang tertulup dan area lerbuka

Pasal 8

(1) Pimpinan den/ ateu penggung jawab lempal sebagaimana dimaksud datam Pasal 4 memben
cantoh dan te'aden di lempat yang menjadi tanggung [awab di kawasan lanpa rokok |

'l ] . aie e CEEORCE L e T T e e s e R T i Y
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BAB V
KAWASAN TANPA ROKOK

Bagian Kesatu
Tempat Kerja

Pasal 8

(1) Pimpinan danfglau penanggung jawab tampat kena wajlb melarsng kepada staf dan/atau
pegawainya agar lidak merokok di tempat kera

(2) Pimpinan danfatau penanggung jawzb tmpall kerja, wajib menegur davatau mempenngatkan
ﬁ;ﬂalﬁu mengambl tindaken apabils terbukt staf danfatau pegawainya merokok di tempat
8,

(3) Stef dan/atau Pegawai dapal memberikan teguran slau melaporsan kepada Pimpnan
dan/atzu penanggung lawab tempal karja, apabila ada yang menskok dilempat kerja |

|4) Pimpinan dan/atau nenanggung jawad lempat kerja, wajib mengambil tindakan atas laporar
yar'g disamg aikan clsh pengguna tempat dan/alau pengunjung sebagaimana dimaksud calem

aya (3);

Eagian Kedua -
Tempat Proses Belajar Mengajar

Pasal 10

() Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempal proses belajer mengajar, wait melaang
pesarta didix, tenaga pengajer dan Inmmr serta unsur sekolah lainya agar fidak menokok di
tempat prosss belgjar mengalar ;

{2) Pimpinan den/atau penanggung jawab tempat belajar mengegar, wajio menegrLr danfalau
memperingakan dan'atau mengambil lindakan kepada peserta didik, ‘enega pengajar dan
Instruktur seria unsur sekolah lainya apabila terbukt merokok ci tempal belajar mengajar |

{3) Peserta didik, tencga pengajur dan instruktur serta unsur sekolah iainya dapat membenkar

tagu:an atau melaporkan kepada Pimpnan danfatau penanggung jawab lempal proses be'ajar
mengaiar, apabila terbuldi ada yang merokok di tempat proses belajar mengajar ;

(4) Pimginen danfatau penanggung lawsb lempat ~ tempal proses belgar mengajar, wajid
mengambil tindakan atas lapotan yang disampaikan oleh peseria dilik, enaga pengaiar dan
instruktur serta unsur sekoleh lainya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)

Bagian Ketiga
Tempat Pelayanan Kesehatan

Pasal 11

(1) Pimpihan deniatau penanggur.g jawab lempal pelayanan Kesehalan, web melarang kepada
seliap pesien danfatau penguniung serta tenage medis dan non medis agar tdak mesokok g
tempal pelayanan keseéhalan ; /

(2) Pimpinsn danfatau penanggung jawab lempat pelayanan kesehalan, wajib mensgur dan/etzu
memperingatian dan/aiay mengambi tindakan apabila tarbukti pasien danfatau pengunjung
sena ienega medis dan nan medis merokok di tempat - tempat pelayanan kesehalen,



padamalamhes; i
d. Tidax mengganggu aktifitas lan atau mobilitas orang,




(4)

(%)

(1)

()

(1

(2)

(3)

(1)

Pimpinan danfatau penanggung mwab tempat proses pelayanan kesehatan, wait mengambil
tindakan aas leporan yang disampaikan oieh pasien dan/atau pergunjung seria lenaga medis
dan nen medis sebagaimana dimaksud dalam ayat (3);

Pimpinan dan atau penanggung }a-wab tempat keijs, dapat menyediskan tempat khusus uniuk
daerah marokok.
Bagian Keempat :
Angkutan Umum dan Angkutan Sekolah i
Pasal 12

Angkulan Sekoiah milik Pemenntah, supir, kemet dan penumpang angkutan sexolah dilarang
merkak didalam bis ;

Suplr, xemet angkutan dapat memoerikan leguran, mélaporkan kepad: pmpinan dan
penangguny jawab disekolah apabila ada yang merakok di dalam bis sekolah

BAB VI
PENANDAAN
Pasal 13

Tempat yang ditetapxan sebagal Kawasan Bebas Asap Rokek subagaimana dimaksud dalam
pasal 4, wajib dilengkap: dengan Panandaan atau petunjuk.

Penandaan ateu petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat {1}, beupa :
a. Kawasan Tanpa Rokok dan kawasan asap berbahaya
b Hawasan Marokok.

Penandaan atau petunjuk sebagaimana dima'sud pada ayat (1) ditempatken pada lempal
yiing mudsh terlihat dan tidak mengganggu keindshan tempat.
i Pasal 14
Penandaan atau petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), berups :
a. tuiisan yeng ditulis dengan huruf timbul atau huruf fain yang dapal dan mudah di baca dan
alau di fha' ;
b. gambar dan/atau tanda dan/atau symbal y2ng mudah dilihat danslau dimengert

Pasal 15

Penandaan atau pelunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 melipyl

b,

Karakteristik dan latar belaksng penandasn alau petunjuk larbual dar bahan yang bidak silau
seria karskierstk dari simbol harus kontres dengan Iatar be'akangnys, dengan karakier terang,
di atas gelap alau sebaliknya ;

Tinggl alau beser karakler hurif sesuai dengan jarak pandang dan lempal penendaar alau
pelunjuk agar mudah ledihat dan lerbaca.

Pasal 16

Parempatan penandaan atau pelunjuk sebagaimena dimaksud daam Pasal 13 ayaf (3). hans
memenuh persyaratan sebagal herkut .

Berarmmol=mn warmm coess s Ao bamst ook Faalenes o ams o m §omms s by o lomm o
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BAB VI
PEMBINAAN DAN PENCAWASAN
Pasal 17

Badan Lingkunga ' Hidup, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, Kemunikasi

dan Informaika, Saluan Polisi Pamong Praia merupakan perangkat daarsh yang berm.rwajrbaﬂ
malakukan pambinaan untuk :

a. Menyslenggarskan kawasan bebas asap rokol disetiap lempal yang Jileiapkan sebagal
kawasan dilarang merokok ;
b. Mengusahakan agar mesyamral terhindar darl panyekit akibal penggunaan rokok.

Pasal 18

(1) Pembingan pdakmﬂan kawasan lanpa rokok dalam rangka pengembangan kemampuan

masyarakal untuk bemerilaku hidup sehal

(2) Fembinaan pelaksanaan kewasan {anpa rokok dilaksanakan oleh Persngkat Deerah sesuai
bidang wgasnya dan [ atay wewenangnya di bawsh keordinasi Badan Lingkungan Hidup

(BLH]
Pasal 19
{1] Pembinaan dalam rangka pengawasan Kawasar Tanpa Asap Rokok beispa:

a. bimbingan dan/atau penyuuhan
b. pemberdayaan masyarakal

(2) P=mbinazn sabagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dapal dilakukan oler

a. Masing-masing perangkat Daerah dergan meiassanakan berbogai heglatan pembinaan
dalam rangka pelaksanaan kawasar tanpa rokok ;

b. Bekerja sama dengan masyarakal danfalay bzdanstau lembaga atau organisasl
kemasyarakalan ;

Pasal 20
(1) Pangawaszn pelacsanaan Peraturan Waliketa ini dilaksanakan cleh Wallkota

(2) Delam melahukan pengawasen Welko:a dapal membentuk tn pengawas Kawasan Tanpa
Rokok yang terdid dari Sekrelarls Daerah, inspeklora!, Badan Keoegawalan Daerzh dan
Satuan Polisl Pamong Praja.

BAB VIl
SANKSI

Pasal 21 |
(1) Pimpinan dav/alau peraggung jawab tempal yang ditelapkan sebaga kawasan lanpa rokok
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, gpabila terbukli membiarkan orang merokok d
kawasan lanpa rokox, dapat dikanakan sanksl admnisiras berupa :

a. Tequran lisan ;
b. Peringatan tertulis .
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BaB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22
- Persturan Walkota ini beriaku padia tanggal diundangkan,

Agar sellap crang dapal mengetahuinye, memenniabikan pencunoangan Peraluran Wallkota ini
dengan penamrpatannya dalam Berta Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
~.pada fanggzl 7 Oxtebor 2009

Diundangkan di Pontianak
pada fanggal 7 Oktaber 2000 '

BERITA DAERAH HOTA PONTIANAK
TAHUN 2009 NOMOR 35



